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ABSTRAK 

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. 

Berkaitan dengan adanya kebijakan yang lahir pada awal tahun 2018 bahwa 

Menteri Dalam Negeri melahirkan peran Dwi Fungsi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI). Namun seiring berjalannya waktu, adanya konsep Dwi 

Fungsi POLRI ini justru dianggap sebagai sebuah senjata yang berpotensi 

mematikan segala kehidupan demokratis di Indonesia. Berkaitan dengan fungsi 

POLRI yang memiliki peran dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. 

Mengingat hal tersebut POLRI memiliki sebuah fungsi untuk menjaga pertahanan 

dan keamanan Indonesia, namun dengan konsep Dwi Fungsi POLRI ini membuat 

POLRI juga harus memainkan fungsinya di lingkup pemerintahan. Oleh 

karenanya, disini peran POLRI sangat penting karena adanya dua fungsi ini 

nantinya akan membuat fungsi dari POLRI tersebut menjadi tumpang tindih yang 

pada akhirnya menyebabkan kerancuan pada sistem pemerintahan juga. Perlu 

adanya sebuah Kajian Hukum Atas Peran Dwi Fungsi POLRI Sebagai Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah Di Indonesia agar POLRI dapat menjalankan fungsinya di 

bidang nya masing-masing. 

Kata Kunci : Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dwi Fungsi, 

Demokratis, Kajian Hukum.
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